MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Menimbang

Mengingat

DASAR POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan,
sikap dan membentuk perilaku Polisi Pamong Praja perlu
diselenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja;
bahwa ketentuan Pasal 16 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengamanatkan
persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja lulus
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar
Pamong Praja;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
1993);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4745);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4428);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan
Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di
Kabupaten dan Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR
POLISI PAMONG PRAJA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Sat Pol PP, adalah bagian
perangkat daerah dalam penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban
umum, dan ketenteraman masyarakat.

Polisi Pamong Praja adalah anggota Sat Pol PP sebagai aparat pemerintah daerah
dalam penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan
ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan
kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Diklat
Dasar Pol PP, adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Pol PP.

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut STTPP, adalah
Surat tanda lulus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan.

BAB Il
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Diklat Dasar Pol PP:

a.
b.

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku Polisi Pamong Praja;
meningkatkan profesionalisme polisi pamong praja dalam malaksanakan tugas
penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan

menyediakan PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan
persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja.

BAB Il
POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 3

Diklat Dasar Pol PP terdiri atas:

a.
b.
c.

Pola 300 jam pelajaran;
Pola 150 jam pelajaran;
Pola 100 jam pelajaran;



d. Pola 50 jam pelajaran; dan
e. Pola 30 jam pelajaran.

Pasal 4
Diklat Dasar Pol PP pola 300 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
harus diikuti oleh PNS yang akan diangkat menjadi Polisi Pamong Praja di Sat Pol PP.

Pasal 5
Diklat Dasar Pol PP pola 150 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja di Sat Pol PP.

Pasal 6
Diklat Dasar Pol PP pola 100 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,
harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan menduduki
jabatan struktural eselon IV di Sat Pol PP.

Pasal 7
Diklat Dasar Pol PP pola 50 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d,
harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan menduduki
jabatan struktural eselon Ill di Sat Pol PP.

Pasal 8
Diklat Dasar Pol PP pola 30 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e,
harus diikuti oleh PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan menduduki
jabatan struktural eselon Il di Sat Pol PP.

Pasal 9
Diklat Dasar Pol PP pola 150 jam pelajaran, pola 100 jam pelajaran, pola 50 jam pelajaran,
dan pola 30 jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan
Pasal 9, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun pada anggaran berikutnya setelah
Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 10
Garis-Garis Besar Program Pembelajaran Diklat Dasar Pol PP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Il
PENYELENGGARAAN

Pasal 11
(1) Penyelenggaraan Diklat Dasar Pol PP dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan
Pelatihan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi.
(2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan Diklat Dasar Pol PP setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan
persetujuan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12
Materi Diklat Dasar Pol PP, meliputi:
a. pengetahuan dasar kepamongprajaan;
b. keterampilan dasar kepamongprajaan; dan
c. sikap dan perilaku kepamongprajaan.

Pasal 13
Fasilitator/narasumber Diklat Dasar Pol PP, terdari atas:
a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;



c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan
d. pejabat fungsional dan pejabat struktural sesuai dengan keahlian dibidangnya.

Pasal 14
Metode pembelajaran Diklat Dasar Pol PP, meliputi:
ceramabh;
diskusi;
simulasi;
praktek;
olah praja; dan
studi banding.
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Pasal 15
(1) Untuk mengetahui daya guna dan hasil guna serta pengembangan program, dilakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan Diklat Dasar Pol PP.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
a. peserta;
b. materi pembelajaran;
c. fasilitator/narasumber;
d. metode pembelajaran;
e. pelaksana; dan
f. fasilitas pendukung.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menjadi persyaratan untuk
penetapan lulus atau tidak lulus.
(4) Peserta yang memperoleh hasil evaluasi dengan nilai 70 (tujuh puluh) atau lebih
dinyatakan lulus.
(5) Peserta yang memperoleh hasil evaluasi dengan nilai kurang dari 70 (tujuh puluh)
dinyatakan tidak lulus.

Pasal 16

(1) Peserta Diklat Dasar Pol PP yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (4) diberikan STTPP.

(2) STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan Badan Pendidikan
dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri ditandatangani Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri.

(3) STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diselenggarakan Badan Pendidikan
dan Pelatihan Provinsi ditandatangani Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
atas nama Gubernur.

Pasal 17
Peserta Diklat Dasar Pol PP yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (5) diberikan kesempatan mengikuti Diklat Dasar Pol PP sebanyak 1 (satu)
kali.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PASCA DIKLAT

Pasal 18

(1) Menteri Dalam Negeri melaksanakan pemantauan dan evaluasi pasca diklat terhadap
alumni Diklat Dasar Pol PP di Provinsi.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap penempatan
alumni.

(3) Evaluasi pasca diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kinerja alumni dan
kesesuaian materi diklat dengan pelaksanaan tugas.

(4) Pemantauan dan evaluasi pasca diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3), dilaksanakan oleh tim.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas unsur:



(6)
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(6)
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)
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a. Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;

b. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri; dan

c. Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Dalam Negeri.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri.

Pasal 19
Gubernur melaksanakan pemantauan dan evaluasi pasca diklat terhadap alumni Diklat
Dasar Pol PP di Kabupaten/Kota.
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap penempatan
alumni dan kinerja.
Evaluasi pasca diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kinerja alumni dan
kesesuaian materi diklat dengan pelaksanaan tugas.
Pemantauan dan evaluasi pasca diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3), dilaksanakan oleh tim.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas unsur:
a. Sekretariat Daerah Provinsi;
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Sat Pol PP Provinsi; dan
c. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 20
Pendanaan pelaksanaan Diklat Dasar Pol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Biaya pelaksanaan Diklat Dasar Pol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Biaya pelaksanaan Diklat Dasar Pol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2010

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 315



GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 38 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 JUNI 2010

JUMLAH JAM FASILITATOR /
NO NAMA PROGRAM TUJUAN TARGET GROUP POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN PELAJARAN METODE NARASUMBER
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 DIKLAT DASAR Membentuk dan Pegawai Negeri Sipil 1. PENGETAHUAN DASAR
POLISI PAMONG meningkatkan yang akan diangkat KEPAMONGPRAJAAN
PRAJA pengetahuan, menjadi Polisi a. BIDANG
POLA 300 JAM ketrampilan, sikap | pamong Praja PEMERINTAHAN 1. Sistem Pemerintahan Indonesia 20JP 1. Ceramah 1. Pakar/Praktisi
PELAJARAN dan perilaku Polisi 2. Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka 2. Diskusi 2. Akademisi
Pamong Praja agar NKRI 3. Pejabat
mampu 3. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Fungsional
melaksanakan dalam Implementasi Otonomi Daerah 4. Pejabat
tugas penegakkan 4. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Struktural
peraturan daerah, dan Kepamongprajaan
penyelenggaraan 5. Etika Penyelenggara Negara
ketertiban umum
dan ketenteraman b. BIDANG HUKUM 1. Pengetahuan Hukum (KUHP/KUHAP) 12 JP 1. Ceramah 1. Pakar/Praktisi
masyarakat serta dan Sumber-Sumber Hukum Negara 2. Diskusi 2. Akademisi
perlindungan 2. Etika Hukum dan HAM 3. Pejabat
masyarakat 3. Pengenalan Pembuatan Perundang- Fungsional
Undangan (Peraturan Daerah) 4. Pejabat
4. Pengenalan Peralatan Operasional Struktural.
Satuan Polisi Pamong Praja
2. KETERAMPILAN DASAR 1. Analisis Masalah Penegakkan Hukum. 162 JP 1. Ceramah 1. Pakar/Praktisi
KEPAMONGPRAJAAN 2. Strategi Pembinaan Ketentraman dan 2. Diskusi 2. Akademisi
Ketertiban Umum. 3. Pejabat
3. Teknik Penyelidikan bagi PPNS. Fungsional
4. Teknik Penyidikan bagi Satuan Polisi 4. Pejabat
Pamong Praja. Struktural
5. Teknik Hanhkamnas.
6. Teknik Perlindungan Masyarakat dan
Ketenteraman dan Ketertiban.
7. Teknik Penanganan Konflik dan
Pencegahan Dini.
8. Teknik Penanggulangan Bencana
9. Teknik Pelayanan Kepada Masyarakat
10. Teknik Pembinaan Wilayah
11. Teknik Penyusunan Rencana dan
Program Kerja




JUMLAH JAM FASILITATOR /
NO NAMA PROGRAM TUJUAN TARGET GROUP POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN PELAJARAN METODE NARASUMBER
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. Teknik Penanganan Masalah
Pelanggaran Perda
13. Teknik Koordinasi dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
14. Teknik Komunikasi, Negosiasi dan
Pengendalian Massa.
15. Teknik Evaluasi dan Pelaporan.
16. Tata Upacara dan Keprotokolan, Acara
Pembukaan dan Penutupan
17. Pre test dan Post test
3. SIKAP DAN PERILAKU 1. Out Bound 96 JP 1. Ceramah 1. Pakar/Praktisi
KEPAMONGPRAJAAN 2. Building Learning Commitment 2. Diskusi 2. Akademisi
3. Manajemen Perubahan 3. Praktek 3. Pejabat
4. Latihan Penyelesaian Masalah 4. Studi Fungsional
Pelanggaran Perda dan Pengendalian Banding 4. Pejabat
Massa Struktural
5. Pembinaan Mental Kepamongprajaan:
1) Latihan Fisik Kepamongprajaan
2) Latihan Sikap Kepamongprajaan
3) Latihan Mental Kepamongprajaan
6. Pembentukan nilai-nilai Psikologi
kepamong prajaan
7. Best Practices Penyelenggaraan Tugas
Satuan Polisi Pamong Praja
4. AKTUALISASI*) 1. Ketenteraman dan Ketertiban 10JP 1. Ceramah 1. Pakar/Praktisi
2. Penanganan Bencana 2. Diskusi 2. Akademisi
3. Manajemen Konflik 3. Olah Praja 3. Pejabat
4. Penertiban Pedagang Kaki Lima Fungsional
4. Pejabat
*) Pilihan Struktural
2 DIKLAT DASAR Membentuk dan Pegawai Negeri Sipil | 1. PENGETAHUAN DASAR
POLISI PAMONG meningkatkan yang telah diangkat KEPAMONGPRAJAAN
PRAJA pengetahuan, menjadi Polisi a. BIDANG 1. Sistem Pemerintahan Indonesia
POLA 150 JAM ketrampilan, sikap | Pamong Praja PEMERINTAHAN 2. Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka 15 JP 1. Ceramah 1. Pakar/Praktisi
PELAJARAN dan perilaku Polisi NKRI 2. Diskusi 2. Akademisi
Pamong Praja agar 3. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Pejabat
mampu dalam Implementasi Otonomi Daerah Fungsional
melaksanakan 4. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 4. Pejabat
tugas penegakkan dan Kepamongprajaan Struktural
peraturan daerah, 5. Etika Penyelenggara Negara

penyelenggaraan




JUMLAH JAM FASILITATOR /
NO NAMA PROGRAM TUJUAN TARGET GROUP POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN PELAJARAN METODE NARASUMBER
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ketertiban umum b. BIDANG HUKUM 1. Pengetahuan Hukum (KUHP/KUHAP) 12 JP 1. Ceramah 1. Pakar/Praktisi
dan ketenteraman dan Sumber-Sumber Hukum Negara 2. Diskusi 2. Akademisi
masyarakat serta 2. Etika Hukum dan HAM 3. Pejabat
perlindungan 3. Pengenalan Pembuatan Perundang- Fungsional
masyarakat Undangan (Peraturan Daerah) 4. Pejabat
4. Pengenalan Peralatan Operasional Struktural.
Satuan Polisi Pamong Praja
2. KETERAMPILAN DASAR 1. Analisis Masalah Penegakkan Hukum. 73 JP 1. Ceramah 1. Pakar/Praktisi
KEPAMONGPRAJAAN 2. Strategi Pembinaan Ketentraman dan 2. Diskusi 2. Akademisi
Ketertiban Umum. 3. Pejabat
3. Teknik Penyelidikan bagi PPNS. Fungsional
4. Teknik Penyidikan bagi Satuan Polisi 4. Pejabat
Pamong Praja. Struktural
5. Teknik Hankamnas.
6. Teknik Perlindungan Masyarakat dan
Ketenteraman dan Ketertiban.
7. Teknik Penanganan Konflik dan
Pencegahan Dini.
8. Teknik Penanggulangan Bencana
9. Teknik Pelayanan Kepada Masyarakat
10. Teknik Pembinaan Wilayah
11. Teknik Penyusunan Rencana dan
Program Kerja
12. Teknik Penanganan Masalah
Pelanggaran Perda
13. Teknik Koordinasi dan pemanfaatan
Teknologi Informasi
14. Teknik Komunikasi, Negosiasi dan
Pengendalian Massa.
15. Teknik Evaluasi dan Pelaporan.
16. Tata Upacara dan Keprotokolan, Acara
Pembukaan dan Penutupan
17. Pre test dan Post test
3. SIKAP DAN PERILAKU 1. Out Bound 40JP 1. Ceramah 1. Pakar/Praktisi
KEPAMONGPRAJAAN 2. Building Learning Commitment 2. Diskusi 2. Akademisi
3. Manajemen Perubahan 3. Praktek 3. Pejabat
4. Latihan Penyelesaian Masalah 4. Studi Fungsional
Pelanggaran Perda dan Pengendalian Banding 4. Pejabat
Massa Struktural
5. Pembinaan Mental Kepamongprajaan:

1) Latihan Fisik Kepamongprajaan
2) Latihan Sikap Kepamongprajaan




JUMLAH JAM FASILITATOR /
NO NAMA PROGRAM TUJUAN TARGET GROUP POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN PELAJARAN METODE NARASUMBER
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3) Latihan Mental Kepamongprajaan
6. Pembentukan Nilai-nilai Psikologi
Kepamongprajaan
7. Best Practices Penyelenggaraan Tugas
Satuan Polisi Pamong Praja
AKTUALISASI*) 1. Ketenteraman dan Ketertiban 10JP 1. Ceramah 1. Pakar/Praktisi
2. Penanganan Bencana 2. Diskusi 2. Akademisi
3. Manajemen Konflik 3. Olah Praja 3. Pejabat
4. Penertiban Pedagang Kaki Lima Fungsional
4. Pejabat
*) Pilihan Struktural
3 DIKLAT DASAR Membentuk dan PNS yang telah PENGETAHUAN DASAR
POLISI PAMONG meningkatkan diangkat sebagai KEPAMONGPRAJAAN
PRAJA pengetahuan, Pejabat Struktural
POLA 100 JAM ketrampilan, sikap | Eselon IV di a. BIDANG 1. Sistem Pemerintahan Indonesia 10 JP 1. Ceramah 1. Pakar/Praktisi
PELAJARAN dan perilaku Polisi | Lingkungan Sat Pol PEMERINTAHAN 2. Wawasan Kebangsaan dalam kerangka 2. Diskusi 2. Akademisi
Pamong Praja agar | PP NKRI 3. Pejabat
mampu 3. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Fungsional
melaksanakan dalam implementasi Otonomi Daerah 4. Pejabat
tugas penegakkan 4. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Struktural
peraturan daerah, dan Kepamongprajaan
penyelenggaraan
ketertiban umum b. BIDANG HUKUM 1. Etika Hukum dan HAM 10JP 1. Ceramah 1. Pakar/Praktisi
dan ketenteraman 2. Pengenalan Pembuatan Perundang- 2. Diskusi 2. Akademisi
masyarakat serta undangan (Peraturan Daerah) 3. Pejabat
perlindungan 3. Pengenalan Peralatan Operasional Fungsional
masyarakat Satpol PP 4. Pejabat
Struktural
KETERAMPILAN DASAR 1. Analisis Masalah Penegakkan Hukum 60 JP 1. Ceramah 1. Pakar/Praktisi
KEPAMONGPRAJAAN 2. Strategi Pembinaan Ketentraman dan 2. Diskusi 2. Akademisi
Ketertiban Umum 3. Pejabat
3. Teknik Perlindungan Masyarakat dan Fungsional
Ketenteraman dan Ketertiban 4. Pejabat
4. Teknik Penanganan Konflik dan Struktural
Pencegahan Dini
5. Teknik Penanggulangan Bencana
6. Teknik Pelayanan Kepada Masyarakat
7. Teknik Pembinaan Wilayah
8. Teknik Penyusunan Rencana dan
Program Kerja
9. Teknik Penanganan Masalah




JUMLAH JAM FASILITATOR /
NO NAMA PROGRAM TUJUAN TARGET GROUP POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN PELAJARAN METODE NARASUMBER
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pelanggaran Perda
10. Teknik Koordinasi dan pemanfaatan
Teknologi Informasi
11. Teknik Komunikasi, Negosiasi dan
Pengendalian Massa
12. Teknik Evaluasi dan Pelaporan
13. Tata Upacara dan Keprotokolan, Acara
Pembukaan dan Penutupan
14. Pre test dan Post test
SIKAP DAN PERILAKU 1. Out bound 10JP 1. Ceramah 1. Pakar/Praktisi
KEPAMONGPRAJAAN 2. Building Learning Commitment 2. Diskusi 2. Akademisi
3. Manajemen Perubahan 3. Simulasi 3. Pejabat
4. Pembinaan Mental Kepamongprajaan: Fungsional
1) Latihan Fisik Kepamongprajaan 4. Pejabat
2) Latihan Sikap Kepamongprajaan Struktural
3) Latihan Mental Kepamongprajaan
5. Pembentukan Nilai-nilai Psikologi
Kepamongprajaan
AKTUALISASI 1. HKetenteraman dan ketertiban 10JP 1. Ceramah 1. Pakar/Praktisi
2. Penanganan Bencana 2. Diskusi 2. Akademisi
3. Manajemen Konflik 3. Olah Praja 3. Pejabat
4. Penertiban Pedagang Kaki Lima Fungsional
4. Pejabat
Struktural
4 DIKLAT DASAR Membentuk dan PNS yang telah MANAJEMEN 1. Sistem Pemerintahan Indonesia 50 JP 1. Ceramah 1. Pakar/Praktisi
POLISI PAMONG meningkatkan diangkat sebagai KEPAMONGPRAJAAN 2. Grand Strategy Penyelenggaraan 2. Diskusi 2. Akademisi
PRAJA pengetahuan, Pejabat Struktural Otonomi Daerah 3. Pejabat
POLA 50 JAM ketrampilan, sikap | Eselon Il di 3. Sistem Penegakkan Hukum dan HAM Fungsional
PELAJARAN dan perilaku Polisi | Lingkungan Sat Pol 4. Etika Pemerintahan dalam 4. Pejabat
Pamong Praja agar | PP Penyelenggaraan Ketenteraman dan Struktural
mampu Ketertiban
melaksanakan 5. Kebijakan Umum Pembinaan
tugas penegakkan Ketenteraman dan Ketertiban
peraturan daerah, 6. Kerjasama Operasional antara Polri dan
penyelenggaraan Pol PP dalam Membina Ketenteraman
ketertiban umum dan Ketertiban Umum
dan ketenteraman 7. Peran Polisi Pamong Praja dalam
masyarakat serta Penegakkan Peraturan Daerah
perlindungan 8. Peringatan Dini dan Deteksi Dini dalam
masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman dan

Ketertiban




JUMLAH JAM FASILITATOR /
NO NAMA PROGRAM TUJUAN TARGET GROUP POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN PELAJARAN METODE NARASUMBER
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Teknik Koordinasi dan pemanfaatan
Teknologi Informasi
10. Teknik Komunikasi, Negosiasi dan
Pengendalian Massa
11. Pengenalan dalam Proses Penyusunan
Peraturan Daerah
12. Manajemen Konflik
5 DIKLAT DASAR Membentuk dan PNS yang telah KEPEMIMPINAN 1. Sistem Pemerintahan Indonesia 30JP 1. Ceramah 1. Pakar/Praktisi
POLISI PAMONG meningkatkan diangkat sebagai KEPAMONGPRAJAAN 2. Grand Strategy Penyelenggaraan 2. Diskusi 2. Akademisi
PRAJA pengetahuan, Pejabat Struktural Otonomi Daerah 3. Pejabat
POLA 30 JAM ketrampilan, sikap | Eselon Il di 3. Sistem Penegakan Hukum dan HAM Fungsional
PELAJARAN dan perilaku Polisi | Lingkungan Sat Pol 4. Etika Pemerintahan dalam 4. Pejabat
Pamong Praja agar | PP Penyelenggaraan Ketenteraman dan Struktural
mampu Ketertiban
melaksanakan 5. Kebijakan Umum Pembinaan
tugas penegakkan Ketenteraman dan Ketertiban
peraturan daerah, 6. Kerjasama Operasional antara Polri dan
penyelenggaraan Polisi Pamong Praja dalam Membina
ketertiban umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dan ketenteraman 7.
masyarakat serta 8. Peran Polisi Pamong Praja dalam
perlindungan Penegakkan Peraturan Daerah
masyarakat 9. Peringatan Dini dan Deteksi Dini dalam
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban
10. Teknik Koordinasi dan pemanfaatan
Teknologi Informasi
11. Teknik Komunikasi, Negosiasi dan
Pengendalian Massa
12. Pengarahan dalam Proses Penyusunan
Peraturan Daerah
13. Manajemen Konflik

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI
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